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PENETAPAN

Nomor 0980/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili

perkara perwalian pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai

berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

FITRIYAH Binti  SAMENUN,  umur 40 tahun,  agama Islam, pendidikan SMP,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun

Gebyak  RT.002  RW.005  Desa  Purwoasri  Kecamatan

Singosari Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

      Menimbang,  bahwa  Pemohon  berdasarkan  surat  permohonannya

tertanggal  19  Juni  2020  yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Kabupaten  Malang  dengan  Register  Perkara  Nomor

0980/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 19 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal

sebagai berikut :

1. Bahwa  pada  tanggal  30  Mei  2002  Pemohon  telah  menikah  dengan

seorang laki-laki  yang bernama ARIFIN Bin SAMDANI    dan dicatat oleh

Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan   Singosari

Kabupaten Malang;

2. Setelah  menikah  Pemohon  dengan  suami  Pemohon   ARIFIN  Bin

SAMDANI    tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Gebyak RT.002

RW.005 Desa Purwoasri  Kecamatan  Singosari  Kabupaten Malang,  dan

dikaruniai 2 (Dua ) orang anak yang bernama :

a. NURUL HUDAYAH Binti ARIFIN  , umur 16 tahun;
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b. AARIFAH HUMAYRA AZAHRA Binti ARIFIN, umur 5 tahun

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama  ARIFIN Bin SAMDANI    telah

meninggal  dunia  pada  tanggal  02  september  2017   berdasarkan  surat

kematian  dari  Dinas  pencatata  Sipil   nomor:  3507-KM-13042018-0016

tanggal 13 april 2018 karena Sakit;

4. Bahwa  setelah  kematian  suami   Pemohon   dua   anak  yang  belum

dewasa tersebut tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang derajatnya adalah

ibu  Kandungnya.  Selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut

hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu

gugat pemeliharaan anak tersebut;

5. Bahwa almarhumah suami Pemohon memiliki  warisan berupa:

a. Sebidang Tanah Hibah   Nomor 158/2015  seluas  729 M² yang

terletak di  Desa Purwoasri  Kecamatan  Singosari  Kabupaten Malang

atas  nama ARIFIN  sesuai  dengan   akta  hibah  Nomor:  238/KEP-35-

11/VII/2013 NOMOR 158/2015 ;

6. Bahwa Pemohon  mendapat kesulitan untuk menjual harta waris tersebut

karena dalam  Akta hibah   Tersebut tedapat anak Pemohon  yang masih di

bawah Umur   ,  dan untuk dapat menjual  harta waris tersebut Pemohon

membutuhkan penetapan dari pengadilan;

7. Bahwa  Pemohon  atas  permohonannya  sanggup  untuk  membayar

seluruh biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Pemohon mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang  segera  memeriksa  dan  mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :

1. Mangabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menetapkan Pemohon  FITRIYAH Binti  SAMENUN sebagai  wali

dari anak kandung Pemohon yang bernama :   NURUL HUDAYAH Binti

ARIFIN , umur 16 tahun dan AARIFAH HUMAYRA AZAHRA Binti ARIFIN,

umur 5 tahun

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
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Bahwa,  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon telah

datang menghadap di persidangan;

Bahwa,  selanjutnya  dibacakan  surat  permohonan  Pemohon  yang  isi  dan

maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa,  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonanya,  Pemohon  telah

mengajukan alat bukti surat berupa :

a. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Pemohon  Nomor   :

3507245510800010  tanggal   16   Juli  2018  yang  dikeluarkan  oleh

Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan

dengan  surat  aslinya  ternyata  cocok  sesuai  dengan  aslinya,  oleh  Ketua

Majelis diberi tanda (P.1);

b. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama suami Pemohon Nomor : 3507-

KM-13042018-0016 tanggal 13 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Kabupaten Malang, bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat

aslinya  ternyata  cocok  sesuai  dengan  aslinya,  oleh  Ketua  Majelis  diberi

tanda (P.2);

c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor :  3507241304180014

tanggal   07 Juni  2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani  oleh Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai

cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai

dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor : 453/29/V/2002

tanggal  30  Mei  2002  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Singosari  Kabupaten Malang,  Kabupaten  Malang,  bermeterai

cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai

dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

e. Fotokopi  Kutipan  Akta  Kelahiran  atas  nama NURUL HUDAYAH Nomor  :

03851/DSP/2005 tanggal 09 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Kabupaten Malang, bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat

aslinya  ternyata  cocok  sesuai  dengan  aslinya,  oleh  Ketua  Majelis  diberi

tanda (P.5);
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f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AARIFAH HUMAYRA AZAHRA

Nomor :  3507-LT-26062015-0096 tanggal  30 Juni  2015 yang dikeluarkan

oleh  Pemerintah  Kabupaten  Malang,  bermaterai  cukup,  dan  setelah

dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh

Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Bahwa,  selanjutnya  Pemohon  menyampaikan  kesimpulan  secara  lisan

yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa,  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  maka  ditunjuk

segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara

ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  pada

pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan

batas yurisdiksi materil (matereel jurisdiction/absolute competence) Pengadilan

Agama pada  perkara-perkara  tertentu  yang  ditunjuk  langsung oleh  Undang-

Undang.  Perihal  kewenangan  tersebut,  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3

Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang  Peradilan  Agama  menyebutkan  “Pengadilan  Agama  bertugas  dan

berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  di  tingkat

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan”

Selanjutnya,  pada bagian penjelasan pasal  aquo  diuraikan jenis  dan bentuk

perkara perkawinan, antara lain putusan tentang pencabutan kekuasaan orang

tua,  pencabutan  kekuasaan  wali,  penunjukan  orang  lain  sebagai  wali  oleh

pengadilan dalam hal  kekuasaan seorang wali  dicabut,  penunjukan seorang

wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang

ditinggal orangtuanya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  98  ayat  (1)  dan  ayat  (2)

Kompilasi Huku Islam yang menyebutkan : batas usia anak yang mampu berdiri

sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa
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orang tua mewakili anak tersebut - pada ayat (1) - mengenai segala perbuatan

hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang,  bahwa dalam  permohonan  Pemohon,  domisili  Pemohon

berada  pada  wilayah  Kabupaten  Malang,  karenanya  perkara  ini  merupakan

kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan perwalian

atas  anaknya  karena  anak  tersebut  masih  dibawah  umur  dan  belum dapat

melakukan  perbuatan  hukum,  karenanya  Pemohon  memiliki  legal  standing

untuk mengajukan permohonanan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah

Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali atas anak dengan dalil-dalil yang

pada pokoknya sebagai terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon

mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah

bukti (P.1 sampai P.6), semuanya bermeterai cukup dan yang foto kopi telah

dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai  alat bukti

tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun

1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

24  Tahun  2000  tentang  Perubahan  Tarif  Bea  Meterai  dan  Besarnya  Batas

Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang,  bahwa  alat  bukti  (P.1  sampai  P.6)  adalah  berupa  akta

autentik  yang  nilai  pembuktiannya  sempurna  dan  mengikat  (volledig  en

bindende bewijskracht)  berdasarkan ketentuan Pasal  1870 KUHPerdata  dan

Pasal 164 HIR; 

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 dan P.3) adalah fotokopi Kartu Tanda

Penduduk dan Kartu Keluarga memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili  di

wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
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Menimbang, bahwa alat bukti (P.4, P.5 dan P.6) adalah fotokopi Kutipan

Akta Nikah dan Akta Kelahiran memberikan bukti bahwa Pemohon dan suami

Pemohon dikaruniai dua orang anak bernama :

1. NURUL HUDAYAH, lahir 02 Juni 2004;

2. AARIFAH HUMAYRA AZAHRA, lahir 17 November 2014;

Menimbang, bahwa  berdasrkan bukti P. 2 berupa Kutipan Akta kematian

memebrikan  bukti  bahwa  Arifin  telah  meninmggal  dunia  pada  tanggal  02

September 2017 ;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  permohonan  Pemohon,  yang

dihubungkan dengan alat bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling

bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama ARIFIN bin

SAMDANI dan memiliki dua orang anak bernama ;

- NURUL HUDAYAH, lahir 02 Juni 2004;

- AARIFAH HUMAYRA AZAHRA, lahir 17 November 2014;

2. Bahwa  kemudian  suami  Pemohon  meninggal  dunia  pada  tanggal  06

September 2015;

3. Bahwa  anak  Pemohon  dengan  suami  Pemohon  kemudian  diasuh  oleh

Pemohon selaku kerabat terdekat (ibu kandung) dari anak tersebut;

4. Pemohon,  berpikiran  sehat,  adil,  jujur,  dan  berkelakuan  baik  serta  telah

dapat  memelihara  dan  mendidik  serta  mengurus  anak  tersebut  dengan

baik;

5. Almarhum  suami  Pemohon  mempunyai  harta  berupa  Sebidang  Tanah

Hibah   Nomor 158/2015 seluas  729 M² yang terletak di   Desa Purwoasri

Kecamatan   Singosari   Kabupaten  Malang  atas  nama ARIFIN  sesuai

dengan  akta hibah Nomor: 238/KEP-35-11/VII/2013 NOMOR 158/2015;

6.   Pemohon dan kedua orang anak tersebut adalah ahli waris Arifin; 

Menimbang bahwa berdasarkan faka-fakta hukum di atas, maka petitum

permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang,  bahwa  apabila  dikaji  secara  mendalam  tujuan  syariah

(maqasid  syariah),  khususnya  mengenai  perwalian  anak  /  mewakili
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kepentingan  anak dapat  disimpulkan  bahwa  pada  hakekatnya  hukum asal

(dasar) perwalian adalah boleh; 

Menimbang,  bahwa  mengenai  formulasi  rumusan  ketentuan  tentang

perwalian  telah  ditentukan  secara  terinci  dan  limitative  sebagaimana  dalam

peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18

tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan

orangtuanya  selama  mereka  tidak  dicabut  dari  kekuasaannya.  Selanjutnya

pada  ayat  (2)  pasal  tersebut  disebutkan  bahwa  orang  tua  mewakili  anak

tersebut -  pada ayat (1)  - mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di

luar Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  dari  ketentuan  pasal  tersebut  terdapat  beberapa

unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan perwalian anak yaitu :

- Anak  yang  dimintakan  perwalian  belum  berumur  18  tahun  dan  atau

belum pernah menikah;

- Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;

- Orang  yang  akan  ditetapkan  menjadi  wali  memenuhi  syarat  yaitu

mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain

yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang,  bahwa  unsur-unsur  tersebut  akan  dipertimbangkan  satu

persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga

dipandang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak;

(1)  Anak  yang  dimintakan  perwalian  belum  berumur  18  tahun  atau  belum

pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama tersebut di atas,

telah ternyata anak yang dimintakan perwalian atas nama :

1. NURUL HUDAYAH, lahir 02 Juni 2004 (umur 16 tahun);

2. AARIFAH HUMAYRA AZAHRA, lahir 17 November 2014 (umur 5 tahun);

karenanya Majelis  Hakim berpendapat  unsur  pertama telah  terpenuhi  dalam

perkara ini;
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(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata permohonan

ini  diajukan  untuk  mengurus  harta  peninggalan  Almarhum sumianya  (Arifin)

yang didalamya ada hak Pemohon dan hak keempat   anak,  Majelis  Hakim

menilai  tujuan  permohonan  Pemohon  dalam  perwalian  ini  adalah  untuk

kepentingan hak anak tersebut;

Menimbang,  bahwa  perwalian  secara  umum  meliputi  2  hal  yaitu

perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta;

Menimbang,  bahwa  perwalian  terhadap  diri  anak  untuk  selanjutnya

dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam

urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada

di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dll. 

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut  di  atas,  maka

unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

(3)  Orang  yang  akan  ditetapkan  menjadi  wali  memenuhi  syarat  yaitu

mempunyai hubungan keluarga dekat dengan anak atau orang lain sudah

dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  tersebut  di  atas,  telah

ternyata  Pemohon selaku ibu  kandung mempunyai  hubungan dekat  dengan

anak tersebut, sudah dewasa, berpikiran sehat, berlaku jujur dan adil terhadap

anak serta mempunyai kelakuan baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (3, 4 dan 5)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  jo.  Pasal  110

Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon wajib memelihara dan mendidik serta

mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya

dengan  menghormati  agama  dan  kepercayaan  anak  itu  serta  berkewajiban

membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-

perubahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam

maka Pemohon dilarang memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang
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yang  dimiliki  oleh  anak  tersebut  kecuali  apabila  kepentingan  anak  itu

menghendakinya;

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut  di  atas,  maka

unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan memandang perlu pula untuk

mempertimbangkan  perihal  batasan  serta  cakupan  kewenangan  Pemohon

dalam menjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya sebagai orang tua;

Menimbang,  bahwa  terhadap  ketentuan  Pasal  47  ayat  (1)  dan  (2)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  mengenai

kekuasaan orang tua atas anak, terdapat ketentuan khusus pada Pasal 20 s.d.

23  Kompilasi  Hukum  Islam  perihal  wali  bagi  anak  perempuan  dalam

perkawinan, yang ditetapkan kepada ayah atau laki-laki  dari  garis keturunan

ayah. Oleh karena itu, kekuasaan atau hak perwalian Pemohon terhadap anak

tersebut menurut hukum mencakup seluruh ranah perwalian, meliputi diri dan

harta benda anaknya;

Menimbang,  bahwa  sebagai  konsekuensi  yuridis  dari  kedudukan

Pemohon  yang  timbul  akibat  putusan,  maka  dalam  melaksanakan

tanggungjawabnya sebagai wali yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta

anak  tersebut,  Pemohon  dapat  melakukan  perbuatan  atau  tindakan  hukum

mewakili anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-

hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian,

Allah SWT. dalam al Quran Surah al An’am ayat 152 berfirman :

 

Artinya : “dan  janganlah  kamu  dekati  harta  anak  yatim,  kecuali

dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa”;

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap

hak seorang anak yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan
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untuk  mengelola  dan  memeliharanya  demi  kemanfaatan  untuk  kedua  orang

anak tersebut hingga mereka dewasa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang tersirat dalam Pasal

52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.  Pasal  112

Kompilasi  Hukum  Islam,  Pemohon  sebagai  ibu  kandung  diperbolehkan

mengelola harta peninggalan tersebut sepanjang untuk kepentingan anak itu

menghendakinya, oleh karenanya permohonan pemohon dalam Petitum nomor

3  tidak perlu dicantumkan ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  tersebut,

maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan

maksud  ketentuan  perundang-undangan  serta  hukum  syar’i dan  karenanya

permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon selaku

ibu kandung berhak mewakili kepentingan mengenai segala perbuatan hukum

di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  tersebut,

maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan

maksud  ketentuan  perundang-undangan  serta  hukum  syar’i  karenanya

permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  tentang  permohonan  Pemohon  tersebut  Majelis

memberikan  pertimbangan  bahwa  Kewenangan  Pengadilan  Agama  adalah

sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 49 Undang Undang nomor

7  tahun 1989  sebagaimana  telah  direvisi  dengan  Undang  Undang nomor  3

tahun 2006 serta Undang Undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan maka

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. Menetapkan Pemohon  FITRIYAH Binti  SAMENUN, sebagai  wali  dari

anak kandung Pemohon yang bernama: NURUL HIDAYAH Binti ARIFIN,

umur 16 tahun dan AARIFAH HUMYRA AZAHRA Binti ARIFIN umur 5

tahun;

3. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

sebesar  Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari  Selasa tanggal  30  Juni  2020

Masehi bertepatan dengan tanggal  9 Zulkaidah 1441  Hijriyah, oleh kami  Drs. H.

HASANUDDIN, M.H., sebagai Ketua Majelis,  Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H. dan

Drs.  ASFA’AT  BISRI,  M.H.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  dan

diucapkan  oleh  Ketua  Majelis  dan  Hakim-Hakim  Anggota  tersebut  dalam

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum  pada hari itu juga,  dengan

dibantu  oleh  HAMIM,  S.H.,  sebagai  Panitera  Pengganti,  dan  dihadiri  oleh

Pemohon.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H. Drs. H. HASANUDDIN, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. ASFA’AT BISRI, M.H.

Panitera Pengganti,

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :
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1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 281.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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